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MOTTO 
 “Sesugguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusanmu), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 
Q.S Al- Insyirah: 6-8) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
 
 
ix 
 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
 
 
x 
 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
(ـَــــ) Fathah A A 
 (ِ ـــــ) Kasrah I I 
(  ْ  ) Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Żukira 
3. ةهري Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
 
 
xi 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. حول  Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أي...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ميق Qīla 
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3. لوقي Yaqūlu 
4. يمز Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحهط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. انّتز Rabbanā 
2. لّصن Nazzala 
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6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhuzūna 
3. ؤننا An-Nauꞌ 
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8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf  kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسزلاإ دحمم امو Wa māMuammadun illā rasūl 
 ينلماعنا بز للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 وله للها نإوينقشاسنايرخ  Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 ناصيلماو ميكنا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
Fajar Khoirul Nuha, NIM: 152131021, “TINDAK PIDANA 
PERMUFAKATAN JAHAT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA 
GOLONGAN I DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (ANALISIS KASUS 
PUTUSAN PERKARA NOMOR 122/PID.SUS/2018/PN KLATEN”. 
Penelitian ini membahas tentang pidana permufakatan jahat penyalahgunaan 
narkotika. Tindak pidana narkotika dibahas dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang 
Narkotika. Serta analisis permufakatan jahat penyalahgunaan narkotika ditinjau 
dari  hukum pidana Islam. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim hukum 
hakim dalam putusan hakim nomor:122/Pid.Sus/2018/PN klaten dan mengkaji 
hukum Islam terhadap pelaksanaan putusan hakim nomor:122/Pid.Sus/2018/PN 
Klaten.. Sedangkan untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode Studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan 
data kepustakaan  melihat referensi buku-buku dan data lapangan serta wawancara 
hakim pengadilan negeri klaten. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, bahwa penjatuhan hukuman oleh 
hakim dalam putusan nomor:122/Pid.Sus/2018/PN Klaten tentang tindak pidana 
permufakatan jahat penyalahgunaan narkotika sesuai dengan ketentuan hukum 
dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena hakim dalam 
menjatuhkan hukuman tersebut menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun 
penjara sementara hukuman minimum yang ada di dalam UU RI No. 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika Pasal 112 ayat (1) yakni 4 tahun penjara. Ditinjau dari 
hukum pidana Islam kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk kategori 
jarimah takzir yang yang wewenangnya terletak pada penguasa. Ibn Taimiyah 
berpendapat sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, seorang hakim 
harus mempertimbangkan berat ringannya kejahatan yang telah dilakukan.  
Kata kunci: pidana, permufakatan, dan Narkotika. 
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ABSTRACT 
Fajar Khoirul Nuha, NIM: 152131021, "CRIMINAL MEASUREMENT 
ACTS OF THE DRUG ABUSE  IN CATEGORIZATION  CLASS 1 IN 
TERMS OF ISLAMIC LAW" Criminal Investigation Number 
122/pid.sus/2018/pn klaten. In this research discussed the Investigation of 
criminal measurement acts of drug abuse. This criminal measurement acts is 
discussed in the Law No. 35 of 2009 concerning  Narcotics. and the analysis of 
criminal measurement acts of drag abuse in terms of Islamic criminal law.  
The purpose of this study was to determine the legal justice's by the judge 
in the judge's decision number: 122 / Pid.Sus / 2018 / PN klaten and reviewing 
Islamic law on the implementation of the judge's decision number: 122 / Pid.Sus / 
2018 / PN Klaten . While the method used in this study is yuridis normatife 
method carried out from the  data references  and field data and from the 
interviews of the judges in Klaten district court  
The results of this study indicate that, the legal justice‟s  imposed by the 
judge in the decision  Number: 122 / Pid.Sus / 2018 / PN Klaten concerning to 
criminal measurement acts of drag abuse is agreed with the legal provisions in 
Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, because the judge in imposed the legal 
judgment is to imprisonment for 2 years imprisonment while the minimum 
imposed contained in RI Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics Article 112 
paragraph (1) which is 4 years in prison. In terms of Islamic criminal law, the 
crime committed by the defendant belongs to the category of jarimah takzir 
whose authority lies with the authorities. Ibn Taimiyah argues that before 
convicting a judge, a judge must consider the severity of the crime committed. 
Keywords: criminal, measurement, and narcotics. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Masalah penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan 
kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun 
psikososial. Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, 
lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau 
tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta 
masa depan bangsa dan negara
1
. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal 
dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang 
dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 
mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan 
ketergantungan.2 
Berdasarkan sejarah penggunaannya, narkotika pada awalnya hanya 
digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan. Adapun jenis 
narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya 
disebut sebagai madat atau opium. Dalam upaya peningkatan di bidang 
pengobatan dan pelayanan kesehatan, narkotika cukup diperlukan 
ketersediaannya, namun apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak 
yang berbahaya bagi penggunanya, karena pengguna akan mengalami 
                                                             
1Elrick Christovel Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di 
KalanganGenerasi Muda (Lex Crimen Vol. II/No. 4/Agustus/2013), hlm. 5. 
2Anton Sudanto, “Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia” , Jurnal Hukum, 
(Jakarta) Vol. 7 No.1, tt, hlm. 138. 
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ketergantungan yang sangat merugikan, sehingga diperlukan pengendalian 
dan pengawasan yang ketat dan seksama
3
. 
Pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep 
dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dapat 
menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, 
tempat kerja dan lingkungan sosial. Ketergantungan narkoba diakibatkan oleh 
penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin 
tinggi) dan gejala putus asa, yang memiliki sifat-sifat keinginan yang tak 
tertahankan, kecenderungan untuk menambah takaran (dosis), ketergantungan 
fisik dan psikologis. 
Salah satu tindak pidana narkotika adalah penyalahgunaan narkotika. 
Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap yang makin 
luas dan berdimensi internasional, oleh karena itu diperlukan pencegahan , 
penanggulangan, dan pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan 
perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi 
saat ini. 
Peningkatan peredaran gelap narkotika tidak terlepas dari kegiatan 
organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai 
negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional, karena keuntungan yang 
sangat besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk 
mempertahankan dan mengembangkan usaha peredaran gelap narkotika. 
                                                             
3Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi dan Amir Muhsin, Kejahatan-Kejahatan Yang 
Merugikandan Membahayakan Negara, (Jakarta: PT Bina Aksara, tt), hlm. 477 
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Meskipun narkotika bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan 
pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak 
sesuai standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika 
secara illegal akan menimbulkan dampak yang merugikan perorangan 
maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan 
bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa. 
Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana yang berhubungan 
dengan narkoba termasuk tindak pidana khusus, karena ketentuan yang 
dipakai untuk tindak pidana narkotika berada di luar KUHP
4
. 
Untuk mengatasi peredaran gelap Narkoba di dalam Negeri, 
Pemerintah Indonesia telah mengaturnya melalui Undang-Undang No 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika. Melaui Undang-Undang ini, pemerintah 
bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika bagi kepentingan pelayanan 
kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi,mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari 
penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika, dan 
menjamin pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan 
pecandu narkotika
5
. 
Mengingat peredaran Narkotika banyak terjadi dikalangan masyarakat 
dan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum sesuai dengan Pasal 112 
                                                             
4Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 
hlm.206. 
5Apriliantin Putri Pamungkas, Peran ASEANAPOL dalam Pemberantasan Peredaran 
Narkoba diIndonesia, (Semarang: Universitas Diponegoro Journal of International Relations, 
Volume 3,Nomor 2, Tahun 2017),hlm. 94. 
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Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan 
bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, 
memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika 
Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp. 800.000.000.000.000 (delapan milliar rupiah). 
Seperti dalam kasus di Pengadilan Negeri Klaten Nomor 
122/Pid.Sus/2018/PN Kln. Tentang permufakatan jahat tanpa hak atau 
melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman. 
Dalam putusan tersebut hakim memutus bahwa terdakwa telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan 
dakwaan pertama jaksa, yakni Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) 
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan menuntut 
terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar 
Rp.800.000.000.- subsidair 2 (dua) bulan penjara.  
Dalam putusan perkara nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Kln yang 
menarik adalah hakim dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa tidak 
hanya mengacu pada dakwaan maupun tuntutan jaksa penuntut umum, namun 
juga mengacu pada Pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika dan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 
2010.  
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Adapun bunyi dari pasal 88 KUHP tentang permufakatan jahat, Pasal 
112 Ayat 1 dan Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika sebagai berikut: 
Pasal 88 
“Dikatakan ada permufakatan jahat, bila dua orang atau lebih telah 
sepakat untuk melakukan kejahatan. (KUHP 110, 111 bis, 116, 125, 
164, 169 dst., 184 dst., 214, 324, dst., 363, 365, 368, dst., 438, dst., 
450, dst., 457 dts., 462, 504 dts.,)  
 
Pasal 112 Ayat 1 
“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, 
memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 
Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000 (delapan ratus 
juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.000 (delapan milliar 
rupiah). 
 
Pasal 132 Ayat 1 
“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana 
Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagimana dimaksud dalam Pasal 
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 
125, 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara 
yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal-pasal tersebut”. 
 
Narkotika merupakan kata yang tidak asing lagi jika didengar di 
telinga masyarakat Indonesia. Faktanya berita kriminal yang ada di media 
massa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita tentang 
Narkotika. Narkotika secara mudahnya dapat beredar secara luas dan bahkan 
dapat diracik sendiri yang kadang sulit terdeteksi. 
NAPZA yang merupakan singkatan dari Narkoba, Psikotropika, dan 
Zat Adiktif lainnya ini kini mencatat perdebatan para ahli hukum. Karena 
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perkembangannya kini yang sangat pesat dan menjadi ketakutan tersendiri 
bagi kehidupan masyarakat baik di beberapa negara barat dan timur termasuk 
wilayah indonesia. 
Salah satu yang paling banyak ditemukan di Indonesia yang 
merupakan bagian dari narkoba adalah peredaran narkotika yang sekarang ini 
banyak disalahgunakan. Gejala atau fenomena terhadap penyalahgunaan 
narkotika ini disebut sebagai kejahatan narkotika. Dimana kejahatan 
Narkotika merupakan extra ordinary crime. Adapun maksudnya adalah suatu 
kejahatan yang berdampak besar dan multidimensional terhadap sosial, 
budaya, ekonomi, dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang 
ditimbulkan oleh kejahatan ini. Untuk itu kiranya relevan penerapan hukum 
yang lebih berat terhadap kejahatan yang hampir merambahi seluruh bumi ini.  
Sebenarnya ketentuan tentang tindak pidana narkotika ini telah diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang di dalamnya termuat 
sanksi pidana cukup berat, disamping dapat dikenakan hukum badan juga 
dikenakan pidana denda. Tapi, dalam kenyataannya para pelakunya justru 
semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana 
tidak memberikan dampak terhadap pelakunya.
6
 
Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak 
dilakukan oleh aparat penegak hukum dan banyak pula yang telah mendapat 
putusan hakim di sidang Pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan 
                                                             
6Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika(Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun  2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 5062). 
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mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran 
perdagangan narkoba atau narkotika, tapi dalam kenyataan justru semakin 
intensif dilakukan penegak hukum, semakin meningkat pula peredaran 
narkotika tersebut. 
Seperti yang telah disebutkan bahwa perlindungan hukum yang 
diberikan kepada korban kejahatan penyalahgunaan narkotika dalam hukum 
positif adalah dengan jalan memberikan atau menjatuhkan hukuman yang 
berat terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Perlindungan hukum 
terhadap korban kejahatan penyalahgunaan narkotika adalah perlindungan 
hukum yang in abstracto bukan in concreto. Padahal perlindungan in 
concreto itu yang lebih dibutuhkan oleh korban penyalahgunaan narkotika. 
Dalam pasal 88 KUHP, Permufakatan jahat (samenspaninning) 
dianggap ada, bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan 
kejahatan itu. Yang masuk pengertian permufakatan jahat ialah permufakatan 
untuk berbuat kejahatan. 
Seperti dalam kasus yang telah peneliti temukan dalam kaitannya 
putusan terhadap korban permufakatan jahat penyalahgunaan narkotika 
golongan I bukan tanaman di Pengadilan Negeri Klaten yakni putusan Nomor 
: 122/Pid.Sus/2018/PN Kln atas nama Terdakwa Sony Eko Saputro Bin 
Puguh Nugroho (Alm.) adalah penyalahgunaan narkotika golongan I bukan 
tanaman dimana tersangka telah melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo 
Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 
2009 Tentang Narkotika, “Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri 
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sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”.7Pada 
kenyataannya Hakim Pengadilan Negeri Klaten menjatuhkan putusan pidana 
terhadap terdakwa penyalahgunaan narkotika ini selama 2 tahun penjara. 
Pada dasarnya putusan tersebut sangat berbeda dengan tuntutan Penuntut 
umum. Beberapa kemungkinan yang terjadi terdapat perbedaan dalam praktik 
peradilan dengan teori yang penulis temukan dalam pembelajaran sehari-hari. 
Sebagai produk pengadilan, putusan harus sedapat mungkin dilengkapi dengan 
pertimbangan yang cukup. Karena putusan yang kurang pertimbangan 
(onvoldeonde gemotiveerd), selain merendahkan mutu putusan, juga akan 
membawa hakim pada putusan yang keliru atau kurang mencerminkan keadilan, 
baik bagi para pencari keadilan maupun masyarakat pada umumnya.Dalam 
konteks demikian, putusan pengadilan harus disusun oleh hakim secara 
sistematik dan komprehensif. 
Selama ini peneliti sering membaca putusan hakim yang memutus 
suatu perkara dengan putusan yang berbeda dari putusan-putusan yang 
sebelumnya. Dalam putusan tersebut dapat ditemui terobosan-terobosan 
hukum melalui pertimbangannya. Oleh sebab itu peneliti, ingin mengkaji 
lebih dalam putusan yang ada dalam hukum pidana tersebut kemudian 
peneliti analisis dalam hukum Islam berdasarkan kaidah fiqh. Sebelumnya 
peneliti belum menemukan kajian terkait narkotika secara spesifik dalam 
hukum islam, karena pada dasarnya kata Narkotika itu sendiri tidak tecantum 
                                                             
77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika(Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun  2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062). 
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dalam Al-Qur‟an maupun Al-Hadits, tetapi kata Narkotika ini dikaitkan 
dengan kata khamr  karena memiliki dampak yang sama yakni memabukkan 
dan mengganggu kesadaran manusia jika menggunakannya.
8
Dalam Hukum 
Islam dikenal dengan adanya sumber-sumber hukum islam dan salah satu 
sumber hukum Islam adalah qiya>s atau bisa disebut juga dengan analogi 
hukum. Qiya>s adalah menganalogikan suatu masalah yang belum ada 
ketetapan hukumnya atau nashnya dengan masalah yang sudah ada ketetapan 
hukumnya karena adanya persamaan. 
Oleh karena itu, baik sifat maupun bahaya yang ditimbulkan oleh 
penyalahguna narkotika sama, bahkan lebih dahsyat dari minuman keras atau 
khamr, maka ayat-ayat Al-Qur‟an dan Hadits-Hadits Rasulullah SAW yang 
melarang atau mengharamkan minuman keras atau khamr dijadikan dasar 
atau dalil terhadap dilarangnya dan diharamkannya penyalahguna Narkotika. 
Di dalam Al Qur‟an terdapat beberapa ayat-ayat yang berkenaan 
dengan diharamkannya narkotika yaitu pada QS; Al Maidah ayat 90-91 yang 
berbunyi: 
اَهَُّيأَٰٓ  َي  َهيِرَّلٱ  اَمَِّوإ ْا َُٰٓىىَماَء ُسۡمَخۡلٱ  َو ُسِسۡيَمۡلٱ  َو ُباَصَوۡلۡٱ  َو ُم
 َلَۡشۡلۡٱ  ِلَمَع ۡه ِّم ٞسۡجِز
 ِه  َطۡي َّشلٱ  َف ُيُىبَِىتۡجٱ  َنىُحِلُۡفت ۡمُكَّلََعل٠ٓ اَمَّوِإ  ُديُِسي ُه
 َطۡي َّشلٱ  ُمَُكىۡيَب َعِقُىي َنأ َةَو  َدَعۡلٱ 
 َو َءَٰٓاَضَۡغبۡلٱ  ِف ي ِسۡمَخۡلٱ  َو ِسِسۡيَمۡلٱ  ِسۡكِذ هَع ۡمُكَّدُصَيَو ِ َّللّٱ  ِهَعَو  ِة  َىل َّصلٱ  ُمتَوأ ۡلََهف
 َنىَُهتى ُّم٠ٔ  
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, 
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, 
adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-
                                                             
8Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam : Hukum Fiqh Islam, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 
2003), hlm. 439. 
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perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.Sesungguhnya 
syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan 
kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi 
itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; 
Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).
9
 
 
Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan 
dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan 
menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah 
kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).
10
 
Perbuatan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak 
pidana termasuk dalam ranah kajian hukum pidana Islam. Hukum pidana 
Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah jina>yah atau jari>mah. Jina>yah 
berasal dari kata jana>  yang secara estimologi jana> berarti berbuat dosa atau 
salah, sedangkan jina>yah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. 
Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah yang dimaksud dengan jari>mah ialah 
perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah SWT 
dengan hukuman h}udu>d atau ta’zi>r.11 
Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Tindak Pidana Permufakatan Jahat 
Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Ditinjau Dari Hukum Islam (Analisis 
Kasus Putusan Perkara Nomor : 122/Pid.Sus/2018/PN Kln.)” 
                                                             
9Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Semarang : Karya Toha putra, 
2000), hal. 227 
10Ibid, hal. 228 
11 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri‟ al-jina‟l al-Islamy Muqarranan bil Qanuni Wa‟iy, Tim 
Tsaisah I (Bogor: PT Kharisma ilmu), hlm 84. 
11 
 
B. Rumusan Masalah 
1.  Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap permufakatan jahat 
penyalahgunaan narkotika dalam putusan nomor: 122/Pid.Sus/2018/PN 
Kln? 
2.  Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap permufakatan jahat 
penyalahgunaan narkotika dalam putusan hakim nomor: 
122/Pid.Sus/2018/PN Kln? 
C. Tujuan Penelitian 
1.  Untuk mengetahui putusan hakim nomor: 122/Pid.Sus/2018/PN Kln 
dalam tindak pidana pemufakatan jahat penyalahgunaan narkotika. 
2.  Untuk mengkaji hukum Islam terhadap pelaksanaan putusan hakim 
nomor: 122/Pid.Sus/2018/PN Kln dalam tindak pidana pemufakatan jahat 
penyalahgunaan narkotika. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Sebagai kajian ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan bisa 
digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan 
terhadap pengembangan ilmu hukum positif da hukum islam pada 
umumnya dan pada pengembangan ilmu pengetahuan hukum positif 
maupun hukum pidana islam terkait narkotika secara khusus. 
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2. Manfaat  Praktis 
Sebagai bahan pertimbangan dan bahan dalam menetapkan sebuah 
putusan dalam sebuah perkara terkait tindak pidana narkotika di 
Indonesia. 
 
E. Kerangka Teori 
Permufakatan jahat mengandung pengertian deelneming/penyertaan 
yang dibuat secara alternatif. Sehingga pengertian permufakatan jahat banyak 
diartikan sebagai deelneming/penyertaan (seperti pasal 55 KUHP). Dalam 
praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di indonesia menerapkan 
Pasal 132 ayat (1) UUN untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang 
dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Hal ini tidak sesuai dengan pengertian 
permufakatan jahat yang otentik. Karena permufakatan jahat yang 
didefinisikan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika dianggap sebagai 
Lex Specialist dari Pasal 55 KUHP.  
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 
tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat 
menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No.35 Tahun 2009). 
Dari penjelasan tentang definisi diatas sudah bisa diketahui bahwa 
Narkotika adalah macam-macam obat-obatan yang mengandung zat 
berbahaya yang sangat tinggi dan efeknya terhadap ketahanan tubuh mnusi 
bis berkurang dan bahkan bisa mengakibatkan kematian.  
13 
 
Ta’zir  adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas 
yang di atur secara pasti dalam hukuman had. Hukuman had adalah hukuman 
yang telah ditentukan oleh syara’. Sedangkan hukuman ta’zir adalah 
hukuman yang belum ditentukan oleh syara’ dan diserahkan kepada 
pemerintah (ulil amri) untuk menetapkannya.
12
 
Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan 
pelakunya. Dari satu segi, ta’zir ini sejalan dengan hukuman h}ad, yakni ia 
adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia dan 
untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti 
itu. 
Dengan adanya ta’zir disini dapat memperbaiki perilaku manusia agar 
menjadi lebih baik dan tidak melakukan suatu tindakan yang dapat dikenai 
hukuman. 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam 
melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang 
digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian 
terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama 
seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa 
penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian 
                                                             
12 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 254. 
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penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa  jurnal atau 
skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. 
Skripsi Karya Ana Khoirun Ni‟mah (IAIN Tulungagung,Fakultas 
Syariah),dengan judul “Studi Analisis Putusan Hakim Nomor 
360/Pid.Sus/2016/PN Tlg dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 
Golongan I”.Kajian skripsi lebih fokus pada putusan hakim dan pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan sanksi yang adil.
13
 
Jurnal Hunafa karya dari Ahmad Syafi‟i “Penyalahgunaan Narkoba 
dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif ”. Kesimpulandari jurnal ini 
adalah membahasmengenai pandangan hukum islam terhadap undang-undang 
tentang narkotika. 
Skripsi  dari Nurul Kurnia dengan judul Penelitian”Tinjauan Yuridis 
Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Study 
Kasus di PN Sidrap Tahun 2010-2014) “.Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkata serta faktor-faktor 
pendorongnya. 
Kedua skripsi dan satu jurnal diatas pada dasarnya sama-sama 
menjelaskan tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Namun yang 
membedakan antara skripsi dan jurnal diatas dengan penelitian yang penulis 
lakukan terletak pada Tempat dilakukannya penelitian dan  pertimbangan 
hakim dalam memutus perkara. 
                                                             
13Ni‟mah Ana Khoirun 2017.“Studi Analisis Putusan Hakim Nomor 
360/Pid.Sus/2016/PN Tlg dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 
I”.Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah IAIN Tulungagung:Tulungagung, hlm. 26 
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G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Pada prinsipnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kepustakaan (library research). Disebut sebagai penelitian kepustakaan 
karena sumber data yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sumber 
data kepustakaan, yaitu putusan Pengadilan Negeri Klaten nomor: 
122/Pid.Sus/2018/PN Kln. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif 
adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang 
terdapat dalam aturan perundang-undangan dan putusan pengadilan . 
2. Sifat Penelitian  
Sifat penelitian  ini yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu 
berusaha memaparkan hukuman - hukuman menurut Undang – Undang 
No. 35 Tahun 2009 dan pertimbangan Hakim menjatuhkan Putusan serta 
tinjauan hukum pidana islam terhadap tersebut sebagai objek penelitian 
dan membandingkannya kemudian melakukan pengkajian secara 
mendalam atau menganalisa guna mendapatkan kesimpulan yang relevan 
dengan pokok permasalahan 
3. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi 
lapangan dengan wawancara dan dokumentasi baik dokumen tertulis, 
gambar, hasil karya, maupun elektronik, yang terdiri dari dua bahan 
hukum : 
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a. Bahan Hukum Primer 
Yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan 
dalam hal ini yang menyangkut adalah al-Qur‟an, al-Hadist,  Undang 
– Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika, 
Putusan hakim nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Kln, Al Qur‟an, Hadist 
dan buku Fiqh Jinayah. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Data berupa wawancara dengan pihak – pihak yang bersangkutan 
serta data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian adalah 
buku – buku dan penelitian – penelitian melalui skripsi, jurnal, dan 
buku seperti arsip atau data di Pengadilan Negeri klaten serta buku 
tentang hukum acara pidana,narkotika atau Sumber lain yang 
berkaitan dengan penelitian ini.  
4. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan  yuridis normatif, yaitu pendekatan yang masuk dalam kajian 
hukum, melakukan penelaahan sumber hukum Islam sebagai norma 
aturan, baik dalam bentuk nas (al-Qur‟an) dan Hadist. Oleh karena itu, 
penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif ini adalah 
penelitian tentang kasus hukum atau suatu hal tersebut. Dengan 
pendekatan inilah penyusun mencoba mengkaji tentang tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika. Pendekatan yang didasarkan pada norma-
norma hukum yang berlaku, baik dari Undang – Undang No. 35 Tahun 
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2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika maupun hukum pidana Islam, 
yang mana kedua hukum itu sebagai perbandingan dalam tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika. 
5. Analisis Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis yang dilakukan 
secara kualitatif, yaitu menguraikan seluruh permasalahan yang ada 
dengan jelas. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni 
menarik suatu kesimpulan dari penguraian bersifat umum ditarik ke 
khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan 
mudah. 
 
H. Sistematika Penulisan 
Sistematika penyusunan penelitian ini dalam pembahasannya dibagi 
dalam lima bab dan setiap bab dibagi dalam sub bab dengan perincian sebagai 
berikut:  
Bab Kesatu, dalam bab kesatu ini adalah Pendahuluan. Pada bab 
pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, 
dan sistematika penulisan. 
Bab Kedua,  membahas landasan teori tentang tindak pidana, 
permufakatan jahat, narkotika menurut hukum positif dan hukum Islam dan 
konsep hukuman ta’zi >r. 
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Bab Ketiga, dalam bab ketiga ini adalah  Putusan Nomor 
122/Pid.Sus/2018/PN Kln di Pengadilan Klaten, Pertimbangan Hakim dalam 
memutus putusan nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Kln di pengadilan klaten, 
berisi tentang uraian tentang Pengadilan Negeri Klaten, serta penganganan 
perkara putusan nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Kln di pengadilan negeri klaten. 
Bab Keempat, dalam bab keempat ini adalah analisis terhadap 
pertimbangan hukum hakim pidana islam terhadap permufakatan jahat 
dengan tanpahak memiliki narkotika dalam putusan nomor 
122/Pid.Sus/2018/PN Kln.  
Bab Kelima, dalam bab kelima ini adalah Penutup. Pada bab ini berisi 
kesimpulan dan saran, yang mana akan ditarik suatu kesimpulan yang 
merupakan sebagai jawaban dari rumusan atau pokok permasalahan dan 
tujuan penelitian. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM TINDAK PIDANA, PERMUFAKATAN JAHAT, 
NARKOBA, DAN JARIMAH TA’ZIR 
 
A. Tindak Pidana 
1. Tindak Pidana Ditinjau Dari Hukum Islam 
Jina>yah berasal dari kata “jana> yajni jina>yah””, yang berarti 
memetik dosa atau kesalahan. Jina>yah menurut bahasa adalah seseorang 
yang memanfaatkan seseuatu dengan cara yang salah. Sedangkan 
menurut istilah jina>yah merupakan perbuatan yang diharamkan atau 
dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, 
jiwa, akal, atau harta benda.
14
 
Jina>yah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang 
mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi 
menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia 
sehingga tindkan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan 
bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukuman, baik diberikan di dunia 
maupun hukuman Tuhan kelak di akhirat.
15
 
Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari Fiqh Jina>yah 
yakni segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan 
kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dibebani 
kewajiban), sebagaihasil pemahaman atas dalil-dalil hukum yan 
                                                             
14 Imaning Yusuf, Fiqih Jinayah Jilid 1, (Palembang: Rafah Press, 2009), hlm.1 
15 Adami Chazawi,Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3,(Jakarta: PT.Raja Grafindo 
Persada,2002),hlm.68.    
20 
 
terperinci dari Al-Qur‟an dan Hadist. Kriminal yang dimaksud ialah 
tindakan-tindakan Kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta 
tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari 
Al-Qur‟an dan Hadist.16 
Hukum Pidana Islam merupakan syari>’at  Allah yang mengandung 
kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, 
Syari>’at  Islam yang dimaksud adalah secara materiil mengandung 
kewajiban asasi syari>’at, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang 
segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang 
lain.
17
 
2. Tindak Pidana Ditinjau dari Hukum Pidana 
Ada banyak istilah terkait dengan tindak pidana. Hukum pidana 
negara Anglo-saxon memakai istilah offense atau criminal act. Dikenal 
juga istilah delik berasal dari bahasa Latin, Yaitu delictum. Dalam bahasa 
Prancis disebut delit. Hukum Pidana Bealnda juga memakai istilah 
strafbaar feit.
18
 
Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan 
demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan 
resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Oleh karena 
                                                             
16 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.1 
17Ibid, hlm.1. 
18 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta, 
2012), hlm.19. 
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itu, beberapa ahli hukum berusaha untukmemberikan arti dan isi dari 
istilah itu akan tetapi sampai sekarang belum ada keragaman pendapat.
19
 
Strafbaar feit, terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar, dan feit. Yang 
masing-masing memiiki arti :
20
 
Straf diartikan sebagai pidana dan hukum 
Baar diartikan sebagai dapat dan boleh 
Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan 
perbuatan. 
Strafbaar feit banyak didefinisikan pengertiannya oleh para sarjana 
hukum dengan keseragaman pendapatnya masing-masing, seperti:
21
 
a. Mulyanto, menerjemahkan istilah Strafbaar feit dengan perbuatan 
pidana. Menurutnya “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna 
adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu 
yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi 
pidana. Dapat diartikan demikian karena “perbuatan pidana” tidak 
mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan 
hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. 
b. Wirjono Prodjodikiro, mengartikan Strafbaar feit dengan 
menggunakan istilah “peristiwa pidana” yang digunakan secara 
resmi dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yaitu 
pasal 14 ayat (1), secara subtantif “peristiwa pidana” lebih 
menunjuk baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. 
c. Menurut Pompe, perkataan Strafbaar feit secara teoritis dapat 
dirumuskan sebagai: suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap 
tertib hukum) yang dengan sengaj ataupun tidak dengan sengaja 
telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman 
terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib 
hukum dan terjaminnya kepentingan umum. 
                                                             
19 Adami Chazawi, (Pelajaran Hukum Pidana I) Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007, 
hlm.67. 
20 Amir Ilyas, 2012, Op.cit, hlm.19. 
21 Muhammad, Singgih. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana 
(Studi Putusan No.1823/Pid.B/2015/Pn.Plg), Palembang Skripsi Uin Raden FatahPalembang. 
2017, hlm.31.  
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d. Moeljatno menyatakan bahwa pengertian tindak pidana berarti 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap 
siapa saja yang melanggar larangan tersebut.  
 
Delik adalah perbuatan pidana. Perbuatan pidana dibedakan 
menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:
22
 
a. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan 
dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan 
dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh: Pecurian 
adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, 
yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak 
memiliki barang itu dengan melawan hukum. 
b. Delik materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu 
akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: Pembunuhan. Dalam 
kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya 
seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. 
Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam 
cara.  
c. Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan 
sengaja dan dengan direncanakan. Pembunuhan biasa dan 
pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP dan Pasal 339 KUHP). 
                                                             
22 Masriani, Yulius Tiena, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 
hlm.63. 
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d. Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena 
kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Contoh Pasal 359 
KUHP. 
e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan 
pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum 
merupakan delik. Contoh pasal mengenai perzinahan atau 
penghinaan. 
f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan 
kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak secara 
langsung. Contoh pemberontakan akan menggulingkan 
pemerintahan yang sah. 
Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang merupakan sebab 
dari adanya pidana. Seseorang dipidana karena ia telah melakukan suatu 
perbuatan tindak pidana. Istilah tindak pidana ada beberapa macam, 
antara lain delik, perbuatan pidana, dan peristiwa pidana. Dalam sistem 
hukum di Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau 
perilaku melanggar hukum pidana, apabila suatu ketentuan pidana yang 
telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal 
ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas sebagaimana ditentukan 
dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP.  
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B. Permufakatan Jahat Menurut Hukum Positif 
Pengertian permufakatan jahat dapat ditemukan dalam Pasal 88 yang 
terletak dalam Buku I Bab IX yang berjudul “Arti Beberapa Istilah Yang 
Dipakai dalam Kitab Undang-Undang”. Pasal 88 KUHP berbunyi sebagai 
berikut: 
“Dikatakan ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah 
sepakat akan melakukan kejahatan”23 
Dari rumusan Pasal 88 KUHP tampak bahwa ada permufakatan jahat 
(samenspanning) apabila: 
1. Dua orang atau lebih 
2. Telah sepakat 
3. Akan melakukan kejahatan 
Permufakatan jahat memerlukan setidaknya 2 (dua) orang, sebab 
paling sedikit permufakatan itu dilakukan 2 (dua) orang. Jika hanya 1 (satu) 
orang saja, tidak mungkin ada permufakatan, melainkan hanya berupa janji 
pada diri sendiri semata-mata. Cukup adanya 2 (dua) orang saja sudah 
memenuhi syarat untuk terjadinya suatu permufakatan jahat, tidak perlu 3 
(tiga), 4 (empat) orang dan seterusnya. 
Dengan demikian, sudah ada permufakatn jahat jika hal melakukan 
kejhatan telah diperjanjikan oleh dua orang atau lebih. Untuk adanya 
perjanjian melakukan kejahatan haruslah diantara mereka telah terdapat kata 
sepakat. Dengan demikian sudah ada permufakatan jahat yang dapat dipidana, 
sekalipun belum ada perbuatan percobaan bahkan belum ada perbuatan 
                                                             
23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
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persiapan. Jadi, sudah cukup jika 2 (dua) orang atau lebih itu setelah melalui 
suatu perundingan akhirnya bersepakat untuk melakukan suatu kejahatan 
yang tertentu. Tidak diperlukan adanya tindakan lain lagi sebagai persiapan 
untuk melakukan kejahatan. 
Dalam KUHP, istilah permufakatan jahat (samenspanning) dapat 
ditemukan dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 88, 110, 116, 125, 139c, 164, 
457, dan 462. Diantara Pasal-Pasal ini, Pasal 88 hanyalah memberikan 
penafsiran otentik tentang istilah permufakatan jahat, jadi yang bersangkutan 
sendiri tidak terlibat dalam permufakatan jahat itu. Sedangkan Pasal 457 dan 
462 adalah berkenaan dengn delik yang diawali dengan permufakatan, jadi 
kegiatan mereka tidak hanya sampai permufakatan semata-mata melainkan 
dilanjutkan dengan perbuatan.
24
 
Sedangkan “permufakatan jahat” berdasarkan Pasal 1 angka 18 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah perbuatan 
dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, 
melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, 
memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi 
kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. 
Ketentuan pasal dalam Undang-Undang tersebut tidak berdiri sendiri, 
                                                             
24 Claudie A. Kermite, Dlik Permufakatan Jahat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana Dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Manado: Lex Crimen Vol. 
VI/No.4/jun/2017), hlm.147 
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melainkan harus dihubungkan dengan pasal lain sebagaimana disebutkan 
dalam pasal 132 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
25
 
 
C. Permufakatan Jahat Menurut Hukum Pidana Islam 
Secara etimoogis, permufakatan atau percobaan dalam bahasa arab 
adalah al-shuru’.Dalam hukum pidana istilah ini disebut jari>mah al-
shuru’.Para ulama tidak hanya bicara tentang percobaan melakukan tindak 
pidana karena perbuatan ini termasuk jari>mah ta’zi>r yang banyak berubah 
sesuai ruang dan waktu,kebiasaan serta karakter suatu masyarakat. Mereka 
lebih banyak mencurahkan perhatiannya kepada masalah tindak pidana yang 
unsur dan syaratnya tidak berbah, seperti jari>mah h}udu>d dan qis}as}, diyat.26 
Tidak adanya perhatian para fuqoha secara khusus terhadap jarimah 
percobaan disebabkan oleh dua hal sebagai berikut
27
: 
1. percobaan melakukan jari>mah tidak dikenakan hukuman h}ad atau qis}as 
melainkan jari>mah ta’zi>r  bagaimanapun jari>mah- jari>mah tersebut. Para 
fuqoha lebih hanya memperhatikan jari>mah h}udu>d dan qis}as, karena 
unsur dan syarat-syaratnya sudah tetap tanpa mengalami perubahan. 
Akan tetapi untuk jari>mah ta’zi>r, hampir seluruhnya diserahkan kepada 
penguasa untuk menetapkan hukumannya. 
                                                             
25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 
26A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam) (jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 1996), hlm.61 
27Achmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah) 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.61 
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2. Dengan adanya aturan-aturan yang sudah mencakup syara’ tentang 
hukuman untuk jari>mah ta’zi>r maka aturan-aturan yang khusus untuk 
percobaan jari>mah tidak perlu diadakan, sebab hukuman ta’zi >r dijatuhkan 
atas perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman h}add atau kafa>rat. 
Delik percobaan sebagaimana yang dilarang telah dikemukakan di 
atas adaah mulai melakukan perbuatan yang dilarang tetapi tidak selesai, 
termasuk kepada maksiat yang hukumannya adalah ta’zir.Dengan demikian, 
percobaan sudah termasuk kedalam kelompok ta’zir, sehingga para fuqoha 
tidak membahasnya secara khusus. 
Walaupun demikian, masalah percobaan melakukan jarimah 
disinggung oleh mereka secara umum, seperti ketika mereka membicarakan 
tentang fase-fase pelaksanaan jari>mah. Seseorang yang melakukan jari>mah 
itu setidaknya melalui tiga fase
28
: 
1. Fase Pemikiran  
Memikirkan dan merencanakan suatu jari>mah tidak dianggap 
sebagai maksiat yang dijatuhi hukuman.Menurut ketentuan yang berlaku 
dalam hukum pidana Islam, seorang tidak dapat dituntut atau 
dipersalahkan karena lintasan hatinya atau niat yang terkandung dalam 
hatinya. 
2. Fase Persiapan  
Merupakan penyiapan alat yang dipakai untuk melaksakan jari>mah. 
Fase persiapan tidak dianggap sebagai tindak pidana yang dikenai 
                                                             
28A. Djazuli, Fiqh Jinayah …, hlm.21 
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hukuman kecuali apabila persiapan dipandang sebagai perbuatan 
maksiat.Alasan untuk tidak memasukkan fase persiapan sebagai jari>mah, 
karena perbuatan yang dapat dihukum harus berupa maksiat dan baru 
terwujud apabila berisi pelanggaran terhadap hak Tuhan dan hak 
manusia. 
3. Fase Pelaksanaan  
Adalah fase perbuatan pelaku.Hukuman ini dapat diberikan apabila 
perbuatan itu dianggap maksiat berupa pelanggaran terhadap hak 
masyarakat atau hak individu. 
 
D. Definisa Narkotika 
1. Narkotika Dalam Islam 
Narkotika dan obat-obat terlarang (Narkoba) adalah merupakan 
benda-benda yang dapat menghilangkan akal pikiran yang hukumnya 
haram. Sebab salah satu illat diharamkannya benda itu adalah 
memabukkan sebagaimana disebutkan dalam hadist Nabi yang artinya; 
“setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram” 
 
Menggunakan Narkotika disamping telah diharamkan, tetapi juga 
akan berakibat buruk, dapat merusak akal dan fisik, serta akibat-akibat 
lainnya. Karena itu, hukum Islam melarang menggunakan benda-benda 
seperti itu, baik dalam jumlah sedikit apalagi dalam jumlah yang banyak. 
Bagi orang yang pernah menggunakan Narkotika akan merasakan 
kenikmatan dan menimbulkan ketagihan. Dalam hal ini Taimiyah 
29 
 
menerangkan bahwa Ganja itu lebih jahat dari khamr, dilihat dari segi 
merusak badan dan menggunakan akal. Ia membuat seorang menjadi 
lemah akal, lemah keinginan, dan menghalangi orang dari mengingat 
Allah.
29
 
2. Narkotika Dalam Al-Qur’an 
Narkotika ridak dikenal dalam masa Rasuluulah SAW walaupun 
demikian Narkotika termasuk dalam golongan khamr. Didalamnya Al-
Qur‟an hanya menyebutkan khamr. Hal ini dengan adanya tori ilmu 
Ushul Fiqh dimana bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya 
maka bisa disesuaikan melalui metode Qiyas (analogi hukum). Qiyas 
adalah menyusul peristiwa yang terdapat nash hukum baginya, dalam hal 
hukum yang terdapat nash untuk menyamakan dua peristiwa pada sebab 
dua hukum ini.
30
 
Minum khamr menurut bahasa Al-Qur‟an adalah minuman yang 
terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa 
sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan. 
3. Narkotika Dalam Hukum Positif 
Secara terminologi Narkotika adalah obat yang dapat menenangkan 
syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk, atau 
merangsang. 
                                                             
29 Hamzah Hasan, Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Al-
Daulah, Vol 1 Nomor 1,2012,hlm.150. 
30Ibid, hlm.151-152 
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Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika dapat diartikan sebagai zat atau 
obat yang berasal dari tanaman atau buka tanaman, baik sintetis maupun 
semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan 
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, 
dan dapat menimbulkan ketergantungan.
31
 
 
E. Jenis Narkotika 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, jenis Narkotika 
yang dibagi menjadi 3 kelompok yaitu
32
 : 
1. Golongan I termasuk golongan Narkotika yang paling bahaya karena daya 
Adiktifnya sangat tinggi, golongan ini tidak boleh digunakan untuk 
kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. 
Yang termasuk Narkotika golongan 1 adalah ganja, heroin, kokain, 
putaw, dan opium. 
2. Golongan II, golongan ini termasuk Narkotika yang memiliki daya adiktif 
sangat tinggi tapi sangat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. 
Yang termasuk Narkotika golongan II yaitu betametodal, benzetidin, dan 
pestidin. 
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3. Golongan III, golongan ini meiliki daya adiktif sangat ringan tetapi dapat 
bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian serta untuk perkembangan 
ilmu pengetahuan. Yang termasuk Narkotika Golongan III yaitu 
asetihidrotema dan dihidrokodemia. 
Lebih lanjut dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 209 Tentang 
Narkotika dijelaskan ada 3 jenis golongan Narkotika, Yaitu
33
: 
1. Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk 
tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam 
terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan 
ketergantungan. 
2. Narkotika Golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat untuk 
pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunaan dalam 
terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta 
mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: 
Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon, dan lain-lain. 
3. Narkotika Golongan III adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif 
ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan 
penelitian. Golongan 3 Narkotika ini banyak digunakan dalam terapi 
dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai 
potensi mengakibatkan ketergantunga. Contoh: Codein, Buprenorfin, 
Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga 
belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya. Untuk informasi 
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lebih mendalam tentang jenis narkotika dalam ketiga folongan tersebut 
dapat dilihat di lampiran undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009. 
 
F. Jari>mah Ta’zi>r  
Secara bahasa, berarti mencegah dan menolak. Karena ia mencegah 
pelanggar berbuat sesuatu yang menyakitkan, sebagaimana ia juga bermakna 
menghinakan.
34
 
Menurut Ahmad Fathi Bahsani, asal kata ta’zi >r ini bermakna al-radd 
wa al-rad’u yang berarti ta’dib terhadap orag yang berbuat salah (dosa) atas 
kesalahan yang tidak disyariatkan padanya hudud, dan hukumnya akan selalu 
berbeda dengan perbedaan ahwal (kondisi) pelakunya. 
Sedangkan menurut syara’,  pengertian ta’zi>r adalah al-ta’dib 
(mendidik) terhadap pelaku yang melakukan perbuatan dosa yang tidak 
memiliki h}ad dan tidak pula kaffa>rat. Wahbah Al-Zuhayli mendefinisikan 
jari>mah ta’zi>r sebagai uqubah (hukuman) yang disyari>’atkan  terhadap 
perbuatan maksiat atau pelanggaran yang tidak ada ketentuan h}add dan tidak 
pula kafarahnya. Ada juga yang mendefinisikan jari>mah ta’zi>r adalah, di luar 
jari>mah h}udu>d (tindak pidana h}udu>d) dan >mah al-qatl wa al-jarh (tindak 
pidana pembunuhan dan pencederaan). 
Penjelasan yang cukup luas, diberikan oleh Fathi ad-Durani guru 
besar Fiqih Universitas Damaskus Suriah menyatakan bahwa ta’zi>r adalah 
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hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan 
kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki tujuan syara’dalam 
menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa 
meninggalkan perbuatan wajib atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, 
yang semuanya itu tidak termasuk ke dalam kategori h}udu>d dan kafarah,baik 
yang berhubungan dengan hak Allah berupa gangguan terhadap masyarakat 
umum, kemanan mereka, serta perundang-undangan yang berlaku, maupun 
yang terkait dengan hak-hak pribadi.
35
 
Para Fuqoha mengartikan ta’zi>r adalah hukuman yang tidak 
ditentukan oleh Al-Quran fan Hadist yang berkaitan dengan kejahatan yang 
melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran 
kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulanginya lagi.  
Ta’zi>r  sering juga disamakan oleh fuqoha dengan hukuman terhadap 
setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman. Para ulama pada 
umumnya memperbolehkan penggabungan antara h}add dan  ta’zi>r selama 
memungkinkan, misalnya dalam mahzab Hanafi pezina ghair muhs}an dijilid 
seratus kali sebagai hadd lalu dibuang satu tahun sebagai takzir bila ulil amri 
menganggap padanya ada maslahah. Demikian pula dalam mahzab Maliki 
dan mahzab Syafi‟i penggabungan antara h}add dan ta’zi>r itu diperbilehkan, 
seperti mengalungkan tangan pencuri setelah dipotong dan menambahkan 
empat puluh kali jilid bagi peminum khamr. Hukuman ta’zi>r  boleh dan harus 
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diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, dalam kaitan ini ada sebuah 
kaidah: 
“Ta’zi>r sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan” Para ulama 
memberi jari>mah ta’zi>r menjadi dua bagian, yaitu36: 
1. Jari>mah yang berkaitan dengan hak Allah. 
2. Jari>mah yang berkaitan dengan hak perorangan. 
Yang dimaksud dengan jari>mah yang berkaitan dengan hak Allah 
adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya, 
membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, pencurian, perzinaan, 
pemberontakan, dan tidk taat kepada ulil amri. Yang dimaksud dengan 
jari>mah berkaitan dengan hak hamba adalah segala sesuatu yang mengancam 
kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar hutang dan 
penghinaan. Akan tetapi, ada ulama yang membagi kedua jari>mah ini menjadi 
dua bagian lagi, yakni jari>mah yang berkaitan dengan campuran antara hak 
Allahdan hak hamba dimana yang dominan adalah hak Allah, seperti 
menuduh zina dan campuran antara hak Allah dan hak hamba dimana yang 
dominan adalah hak hamba, seperti jari>mah  pelukaan. 
Didalam buku Fiqh Jinayah A. Djazuli mengemukakan bahwa tindak 
pidana ta’zi>r terbagi menjadi tiga bagian, yaitu37: 
1. Jari>mah h}udu>d yang syubhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah 
merupakan  maksiat.  Misalnya  percobaan   pencurian,  percobaan  
                                                             
36 A. Djazuli, Fiqh Jinayah ..., hlm.166. 
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pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran 
listrik; 
2. Tindak pidana yang ditentukan oleh Al-Quran dan Hadist, namun tidak 
ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak 
melaksanakan amanah, dan menghina agama; 
3. Tindak pidana yang ditentukan oleh ulil amri untuk kemaslahatan umum. 
Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan 
kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara terinci 
diuraikan dalam bidang studi ushul fiqh. Misalnya, pelnggaran atas 
peraturan lalu lintas. 
 
G. Macam-Macam Jari>mah Ta’zi>r 
Ulama Fiqh membagi ta’zi>r menjadi dua bentuk, yaitu 
1. Al ta’zi>r ‘ala al-ma’asi (ta’zi>r terhadap perbuatan maksiat) 
2. Al ta’zi>r li al maslahah al ‘ammah (untuk kemaslahatan umum). 
Perbedaan kedua bentuk ta’zi>r ini terletak pada hukum tindak pidana 
tersebut. Tindak pidana dalam al ta’zi>r ‘ala al ma’asi hukumnya haram 
selamanya dan bersifat maksiat, sedangkan tindak pidana dalam al ta’zi>r li 
al maslahah al ‘ammah hukumnya dilarang apabila memenuhi syarat 
tertentu, karena pada dasarnya, tindakan itu sendiri tidak bersifat maksiat.  
1. Al ta’zi>r ‘ala al ma’asi. Menurut ahli fiqh yang dimaksud dengan maksiat 
adalah melakukan perbuatan yang diharamkan oleh syara’. Perbuatan 
maksiat ini tidak hanya menyangkut terhadap hak-hak Allah SWT, 
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melainkan juga yang menyangkut hak-hak pribadi, memakan babi dan 
meminum-minuman keras adalah haram. Apabila seseorang memakan 
babi, meminum-minuman keras dan tidak mengerjakan salat, maka 
ketiga perbuatan itu disebut sebagai perbuatan maksiat, dan pelakunya 
dikenakan hukuman ta’zi>r. 
Abdul Qadir Audah Mengatakan bahwa tiga kriteria jenis-jenis 
jari>mah ta’zir tersebut yaitu: (a).Terhadap perbuatan itu diisyaratkan 
hukuman h}udu>d, tetapi karena tidak memenuhi syarat, maka hukuman 
h}udu>d tersebut tidak bisa dilaksanakan. Misalnya seseorang melakukan 
pencurian, tetapi tidak mencapai satu nisab (seperempat dinar/1,125 gram 
emas) harta yang dicuri. Tindak pidana pencurian termasuk h}udu>d, tetapi 
karena syarat pencurian yang dikenakan hukuman h}udu>d tidak terpenuhi, 
maka hukumannya berubah menjadi ta’zi>r. (b). Terhadap perbuatan itu 
diisyaratkan hukuman hudud, tetapi ada penghalang untuk diberlakukan 
hukuman hudud tersebut. (c). Terhadap perbuatan itu tidak ditentukan 
sama sekali hukumannya baik h}udu>d, qiya>s, diyat, dan kaffa>rah. Seperti 
mengingkari atau menghianati amanah, pengurangan timbangan, 
memberikan kesaksian palsu, memakan riba, dan sogok-menyogok.
38
 
2. Sedangkan, menurut ulama fiqh terhadap al ta’zi>r al maslahah al ‘ammah 
pada prinsipnya jari>mah ta’zi>r tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang 
bersifat maksiat atau perbuatan yang diharamkan. Sifat yang membuat 
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keharaman itu adalah terkait dengan gangguan, kemaslahatan, dan 
keamanan masyarakat negara.
39
 
Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa hukuman ta’zi>r  
adalah yang belum ditetapkan oleh syara’ dan diserahkan kepada ulil amri 
untuk menetapkannya. Hukuman ta’zi>r  ini jenisnya beragam, namun secara 
garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yakni sebagai 
berkut. 
1. Hukuman ta’zi>r  mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera); 
a. Hukuman Mati 
Sebagaimana diketahui, ta’zi>r  mengandung arti mendidik dan 
pengajaran. Dari pengertian itu, dapat kita pahami bahwa tujuan ta’zi>r   
adalah mengubah si pelaku menjadi orang yang baik kembali dan 
tidak melakukan kejahatan yang sama di waktu yang lain.
40
 
Jari>mah ta’zi>r berupa hukuman mati ini diterapkan oleh para 
fuqaha secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri 
untuk menerapkan hukuman mati sebagai ta’zi>r dalam jari>mah-
jari>mah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jari>mah 
tersebut dilakukan berulang-ulang. Contohnya pencurian berulang-
ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir 
dzimmi>,, meskipun setelah itu ia masuk Islam. 
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Malikiyah juga membolehkan hukuman mati ta’zi>r untuk 
jari>mah-jari>mah tertentu, seperti spionase dan melakukan kerusakan di 
muka bumi. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian ulama 
Hanabilah, seperti Imam Ibn Uqail. 
Sebagaimana ulama Syafi‟iyah membolehkan hukuman mati 
sebagai hukuman ta’zi>r dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat 
yang menyimpang dari ajaran Al Quran dan Hadist. Demikian pula 
hukuman mati bisa diterapkan kepada pelaku homoseksual dengan 
tidak membedakan antara muh}s}an dan ghairu muh}s}an.41 
b. Hukuman Jilid (Dera) 
Hukuman jilid (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam 
syariat Islam. Untuk jari>mah h}udu>d hanya ada beberapa jari>mah yang 
dikenakan hukuman jilid seperti, zina>, qadzaf, dan minum khamr, 
sedangkan untuk jarimah-jarimah ta’zi>r jumlahnya tidak ditentukan 42 
Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk 
yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) 
atau tongkat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ibn 
Taimiyah, dengan alasan sebaik-baiknya perkara adalah pertengan. 
Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman jilid masih 
diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut hanafiyah, jilid sebagai 
ta’zi>r harus dicambukkan lebih keras dari pada jilid dalam hukuman 
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h}add agar dengan hukuman ta’zi>r terhukum akan menjadi jera, di 
samping karena jumlahnya lebih sedikit dari pada hukuman jilid 
dalam h}add. Alasan yang lain adalah bahwa semakin keras cambukan 
itu, maka akan semakin menjerakan. Akan tetapi ulama selain 
Hanafiyah menyamakan sifat jilid dalam ta’zi>r dengan sifat ta’zi>r 
dalam h}udu>d. 
Apabaila yang dihukum ta’zir itu laki-laki, maka baju yang 
menghalangi sampainya cambuk kekulit harus dibuka. Akan tetapi 
apabila terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak boleh 
dibuka, karena jika demikian akan terbukalah auratnya. Pukulan atau 
cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan kepala, melainkan 
diarahkan ke bagian punggung.
43
 
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti 
hukuman penjara dan pengasingan; 
a. Hukuman Penjara (al-H}absu) 
Menurut bahasa al-Habsu itu menahan. Menurut Ibnu Qayyim, al-
H}absu adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan 
hukum, baik tahanan itu dirumah, di masjid, ataupun di tempat lain. 
Demikian yang dimaksud dengan al-h}absu di masa Nabi dan Abu 
Bakar. Artinya pada masa Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat yang 
khusus disediakan untuk menahan seorang pelaku. Akan tetapi setelah 
umat Islam bertambah banyak dan wilayah kekuasaan bertambah luas. 
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Halifah Umar pada masa pemerintahannya membeli rumah Shafwan 
Ibn Umayyah dengan harga 4.000 (empat ribu) dirham untuk 
kemudian dijadikan sebagai penjara.
44
 
Atas dasar kebijakan inilah, kebanyakan ulama mebolehkan 
kepada ulil amri untuk membuat penjara. Meskipun ada ulama yang 
tidak membolehkannya karena Nabi dan Abu Bakar tidak 
membuatnya.
45
 
Hukuman penjara dibagi menjadi dua jenis yaitu hukuman 
penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Hukuman 
penjara terbatas yaitu hukuman penjara yang lama waktunya diatasi 
secara tegas. Sedangkan hukuman penjara tidak terbatas adalah dapat 
berlaku sepanjang hidup, sapai mati atau sampai ia bertaubat dalam 
istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup.
46
 
b. Hukuman Buang (pengasingan) 
Meskipun hukuman pegasingan diancam dengan h}add, namun 
para ulama juga menetapkan hukuman buang ini dalam jari>mah ta’zi>r 
juga.
47
 
Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jari>mah 
yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga 
pelakunya harus dibuang untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh 
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tersebut, seperti, orang yang berperilaku mukhannaṡ (waria), yang 
pernah dilakukan oleh Nabi dengan mengasingkannya ke luar 
Madinah. 
Adapun lamanya pengasingan tidak memiliki batasan, akan 
tetapi menurut Syafi‟i dan Hanabilah masa pengasingan tidak boleh 
lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan dalam 
jari>mah zina> yang merupakan hukuman h}add.48 
Adapun mengenai tempat pembuangan ulama berbeda pendapat, 
pendapat pertama menyatakan bahwa pembuangan harus dari negara 
muslim ke negara nonmuslim pendapat lain menyamakan dengan 
penjara. Pendapat pertama dipegang oleh Imam Malik dan Imam Abu 
Hanifah. Sedangan pendapat kedua di pegang oleh Imam Syafi‟i 
berkata bahwa jarak antara kota asal dengan kota pembuangan adalah 
jarak perjalanan qasha>r,  sebab maksud dari pembuangan ialah untuk 
menjauhkannya dari keluarga dan tempat tinggalnya.
49
 
3. Hukuman ta’zi>r yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan, 
perampasan harta, dan penghancuran barang; 
Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman 
ta’zi>r dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah, 
hukuman ta’zi>r dengan cara mengambil harta tidak diperbolehkan. 
Pendapat ini diikuti oleh muridnya yakni Muhammad Ibn Hasan, tetapi 
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muridnya yang lain yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila 
dipandang membawa maslahah. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, 
Imam Syafi‟i, dan Imam Ahmad Ibn Hambal.50 
Imam Ibn Taimiyah membagi hukuman ta’zi>r  berupa harta dibagi 
menjadi tiga bagian, sebagai berikut;
51
 
a. Menghancurkan; 
b. Mengubahnya; 
c. Memilikinya; 
4. Hukuman-Hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi 
kemaslahatan umum 
Diantara sanksi-sanksi ta’zi>r yang tidak termasuk ke dalam ketiga 
kelompok yang telah dikemukakan di atas adalah;
52
 
a. Peringatan keras dan dihadirkan di hadapan sidang 
Peringatan itu dapat dilakukan di rumah atau di panggil ke 
sidang pengadilan. Sudah tentu bentuk peringatan pertama disebut 
oleh para ulama sebagai peringatan keras semata-mata dan peringatan 
bentuk pertama, pelaku cukup di rumah dan didatangi oleh petugas 
dari pengadilan, sedang peringatan kedua si pelaku harus hadir ke 
pengadilan untuk mendapatkan peringatan langsung dari hakim. Dan 
pemilihan apakah peringatan bentuk pertama ataukah bentuk kedua 
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yang akan diberikan kepada si pelaku itu sangat tergantung kepada 
kebijaksanaan hakim dengan mempertimbangkan jari>mahnya, 
pelakunya, dan konisinya. Pemberian peringatan harus didasarkan 
pada ada atau tidaknya adanya maslahah. 
b. Celaan  
Imam Al Wawardi mengemukakan bahwa taubikh (celaan) ini 
bisa dilakukan oleh hakim dengan memalingkan muka dari hadapan 
terdakwa yang menunjukan ketidaksenangannya, atau memandangnya 
dengan muka yang masam dan senuman yang sinis. Ringkasnya 
hukuman celaan ini bisa dilakukan oleh hakim dengan berbagai cara 
dan berbagai perkataan yang dikehendakinya yang di perkirakan dapat 
mencegah pelaku dari perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
53
 
c. Dikucilkan  
Adapun yang dimaksud dengan pengucilan adalah melarang 
pelaku untuk berhubungan dengan orang lain dan sebaliknya melarang 
masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku. 
Hukuman ta’zi>r berupa pengucilan ini berlaku apabila 
membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat 
tertentu. Dalam sistem masyarakat yang terbuka hukuman ini sulit 
sekali untuk dilaksanakan, sebab masing-masing anggota masyarakat 
tidak acuh terhadap anggota masyarakat lainya. Akan tetapi, kalau 
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pengucilan itu dalam bentuk tidak diikut sertakan dalam kegiatan 
kemasyarakatan, mungkin bisa dilaksanakan dengan efektif.
54
 
d. Nasihat 
Hukuman nasihat ini, seperti halnya hukuman peringatan keras 
dan dihadirkan di depan sidang pengadilan, merupakan hukuman yang 
diterapkan untuk pelaku-pelaku pemula yang melakukan tindak 
pidana, bukan karena kebiasaan melainkan karena kelalaian. Di 
samping itu, hakim berkeyakinan bahwa hukuman tersebut cukup 
sebagaimana pelajaran bagi si pelaku. Apabila menurut keyakinan 
hakim hukuman itu tidak dapat menjerakan pelaku yang sudah 
berulang kali melakukan jarimah maka hakim dapat menjatuhkan 
hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya.
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e. Dipecat dari jabatannya  
Pengertian pemecatan adalah melarang seseorang dari 
pekerjaannya dan memberhentikannya dari tugas atau jabatan yang 
dipegangnya sebagai akibat pemberhentian dari pekerjaan itu. 
Hukuman ta’zi>r berupa pemberhentian dari pekerjaan atau jabatan ini 
diterapkan terhadap pegawai yang melakukan jari>mah, baik 
berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya maupun dengan hal-
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hal lainnya. Sebagai contoh pegawai yang menerima suap dan 
melakukan kezaliman terhadap bawahan atau rakyat.
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f. Diumumkan kesalahannya  
Dasar hukum pengumuman kejahatan atau kesalahan sebagai 
hukuman ta’zi>r adalah tindakan Khalifah Umar terhadap seorang saksi 
palsu yang sesudah dijatuhi hukuman jilid lalu di arak keliling kota. 
Jumhur ulama berpendapat bahwa mengumumkan kejahatan 
seseorang itu diperkenankan. 
Dalam mahzab Syafi‟i pengumuman ini juga boleh dengan 
menyuruh pencuri keliling pasar, sehingga orang-orang pasar tahu 
bahwa ia adalah pencuri. Menurut fuqaha sanksi ta’zi>r yang berupa 
pengumuman ini dimaksudkan agar orang yang bersangkutan menjadi 
jera dan orang lain tidak melakukan perbuatan yang serupa.
57
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BAB III 
PUTUSAN NOMOR 122/PID.SUS/2018/PN KLN DI PENGADILAN 
NEGERI KLATEN 
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Klaten 
1. Letak Geografis Pengadilan Negeri Klaten  
Daerah hukum wilayah Pengadilan Negeri Klaten meliputi daerah 
Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten merupakan salah satu Kabupaten di 
Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Klaten terdiri atas 26 kecamatan, yang 
dibagi lagi atas 391 desa dan 10 kelurahan. Ibukota Kabpaten ini adalah 
Klaten, yang sebenarnya terdiri atas tiga kecamatan yaitu Klaten Utara, 
Klaten Tengah, Klaten Selatan. Klaten dulunya merupakan Kota 
Administratif, namun sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 
tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, tidak dkenal adanya kota 
administratif, dan Kota Administratif Klaten kembali menjadi bagian dari 
wilayah kabupaten klaten.
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2. Sejarah Pengadilan Negeri Klaten  
Sejarah Pengadilan Negeri Klaten secara lengkap sejak berdirinya 
tidak dapat kami muat disini dikarenakan keterbatasan kemampuan kami 
mencari data-data yang ada dan juga dibatasi oleh waktu yang diberikan 
kepada kami, namun demikian kami akan mencoba mengungkapkan 
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ringkas sejarah Pengadilan Negeri Klaten ini serta gedung yang ditempati 
sekarang ini sesuai menurut data-data yang kami peroleh.
59
 
Pengadilan Negeri Klaten sejak zaman Belanda sudah ada dengan 
nama Landraad akan tetapi nama ini mengalami perubahan sesuai dengan 
situasi pada waktu, perubahan itu dapat dilihat pada zaman Belanda 
bernama LANDRAAD KLATEN atau sebagai Judex Factio, pada masa 
kemerdekaan ada perubahan nama menjadi PENGADILAN EKONOMI 
dan menempati gedung di Klaten, bangunan gedung didirikan pada tahun 
1918, dengan dasar Pembentukan Pengadilan berdasarkan 
Keputusan/Penetapan Menteri Kehakiman Nomor : J.P.18/17/6 
tanggal 27 Mei 1957 kemudian pada Tahun 1981/1982 gedung 
Pengadilan Negeri Klaten berpindah ke gedung yang baru terletak di 
jalan Raya Klaten-Solo KM. 2 Klaten, Kel Cungkrungan, Kec Klaten 
Utara, Kab Klaten dengan nama PENGADILAN NRGRI KLATEN  luas 
tanah dan bangunan secara keseluruhan ada 4.000 M2 sampai sekarang.
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Gedung Pengadilan Negeri Klaten yang baru diresmikan pada 
tanggal 20 Desember 1983 oleh Bapak H.OESMAN SAHIDI,SH 
jabatan Kepala Kantor Wilayah Departemen kehakiman R.I Provinsi 
Jawa Tengah. Pada tahun 1995 terjadi REUISLAGH yaitu Tanah dan 
Bangunan gedung Kantor Pengadilan Negeri Klaten yang terletak di 
Klaten menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yang 
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kemudian dijadikan kantor Radio Suara Pembangunan Daerah (RSPD) 
Kabupaten Klaten.
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3. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Klaten 
a. Visi 
Terwujudnya Pengadilan Negeri Klaten yang Agung 
b. Misi  
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Klaten 
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari 
keadilan di Pengadilan Negeri Klaten 
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri 
Klaten 
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan 
Negeri klaten
62
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4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Klaten 
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B. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Kln di Pengadilan Klaten  
1. Identitas Terdakwa Perkara Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Kln di 
Pengadilan Klaten 
Kasus yang diteliti oleh penulis yakni mengenai putusan 
Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan  I. 
Terdakwa bernama Sony Eko Saputro Bin Puguh Nugroho (Alm), lahir 
di Kabupaten Klaten pada tanggal 29 April 1990. Terdakwa bertempat 
tinggal di Dk. Klewer RT 02 RW 07, Ds. Sraten, Kec. Gatak, Kab. 
Sukoharjo. Selain itu terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta.
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2. Deskripsi Perkara Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Kln di Pengadilan Klaten 
Pada hari rabu tanggal 28 Maret 2018 ada keributan di Dk. 
Margoluwih RT 07 RW 07 Ds. Daleman Kec. Tulung Kab. Klaten yaitu 
dirumah IRVAN HIDAYAT alias CORO dan selanjutnyaa petugas 
kepolisian dari Polsek Tulung mengamankan 3 orang yang membuat 
keributan atau berkelahi yaitu DEKY HARJOKO< EDI WIDYANTORO 
dan Terdakwa SONY EKO SAPUTRO, lalu ketiga orang tersebut 
dibawa ke polsek tulung dan dilakukan penggeledahan di ketiga orang 
tersebut, setelah dilakukan penggeledahan, pada diri Terdakwa SONY 
EKO SAPUTRO ditemukan satu bungkus plastik klip kecil berisi serbuk 
putih diduga Narkotika jenis Sabu yang disimpan pada tas yang dibawa 
oleh Terdakwa SONY EKO SAPUTRO.
64
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Terdakwa bersama dengan DEKY HARJOKO dan EDI 
WIDIYANANTO memperoleh Sabu tersebut dengan cara dibeli secara 
urunan yaitu Terdakwa sebesar Rp.250.000.-, DEKY HARJOKO sebesar 
Rp.250.000.- dan EDI WIDYANANTO sebesar Rp.50.000.- dan 
dikarenakan uangnya kurang lalu menggadaikan STNK di indomaret 
Klewer Kec. Sawit Kab. Boyolali.Setelah uang terkumpul kemudian 
memesan Sabu kepada IRVAN HIDAYAT alias CORO kemudian 
mentransfer uang tersebut ke rekening atas nama WIJI LESTARI, dan 
setelah itu Sabu dikirim Ke alamat IRVAN HIDAYAT alias CORO 
dimana alamat peletakan Sabu oleh IRVAN HIDAYAT di apotik dekat 
Fajar Indah dibawah tulisan Apotik. Kemudian Terdakwa dan teman-
temannya mengambil Sabu tersebut dengan menggunakan mobil.Setelah 
mendapatkan Sabu tersebut, Terdakwa bersama DEKY HARJOKO dan 
EDI WIDYANANTO pergi kerumah Ibu EDI WIDYANANTO untuk 
memakai sebagian Sabu tersebut. Kemudian pergi ke rumah IRVAN 
HIDAYAT untuk menagih hutang dan disana terjadi salah paham antara 
terdakwa dengan EDI WIDYANANTO sehingga akhirnya datang 
petugas kepolisian dari Polsek Tulung.
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3. Pertimbangan Hukum Hakim Perkara Nomor 122/Pid.Sus/PN Kln di 
Pengadilan Klaten 
Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh 
terpengaruh atau berpihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga 
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diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:
66
 
Hakim menimbang bahwa untuk dapat menghukum terdakwa harus 
memenuhi sekurang-kurangnya dengan adanya 2 alat bukti yang 
sebagaimana ditentukan dalam KUHAP.
67
 
a. Fakta-Fakta Hukum 
Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di 
peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
68
 
1) Bahwa , pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 antara jam 23.00 
Wib Deky Harjoko Alias Gondong bin Harjoko (Alm), Edi 
Widyananto bin Sahari (Alm), Terdakwa dan sdr kimpul 
berkumpul dirumah ibu dari Edi Widyananto bersepakat untuk 
iuran membeli Sabu; 
2) Bahwa kemudian Edi Widyananto bin Sahari (Alm) memesan sabu 
kepada Irvan Hidayat alias Coro sebanyak 1 (satu) gram lalu 
Irvan Hidayat menanyakan kepada Dobol, Apakah ada sabu dan 
dijawab Dobol ada, selanjutnya Dobol memberikan nomor 
rekening atas nama Wiji Lestari selanjutnya Irvan Hidayat 
memberitahu Edi Widyananto agar mentransfer uang sebesar Rp. 
1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) ke rekening tersebut; 
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3) Bahwa, untuk membeli sabu tersebut, dilakukan dengan iuran yaitu 
Edi widyananto sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 
dan Deky Harjoko sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu 
rupiah), maka Edi Widyananto meminta terdakwa untuk 
menggadaikan STNK mobil yang merupakan milik pamannya 
(saksi Joko Sutarno) di Indomaret Klewer Kec Sawit Kab 
Boyolali sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan 
perjanjian nanti STNK tersebut oleh Edi Widyananto yang akan 
mnebusnya; 
4) Bahwa, selanjutnya, uang Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) 
tersebut diserahkan kepada Edi Widyananto untuk ditransfer ke 
rekening yang dikirim oleh Sdr. Irvan Hidayat yang kemudian 
mengirim SMS alamat peletakan sabu di handphone milik Edi 
Widyananto yang isinya alamat peletakan yaitu “FAJAR INDAH 
KEUTARA KETEMU APOTEK KIRI JALAN SOLATIP 
PUTIH DIBAWAH PAPAN NAMA APOTEK”; 
5) Bahwa, selanjutnya terdakwa, Edi Widyananto dan Deky Harjoko 
mencari Irvan Hidayat ke rumahnya untuk klarifikasi masalah 
hutang Sdr. Edi Widyananto kepada Terdakwa, kenapa bisa 
sampai membawa nama Sdr. Irvan Hidayat; 
6) Bahwa sesampainya dirumah Irvan Hidayat di Dk. Daleman Ds. 
Margoluwih Kec. Tulung Kab. Klaten ternyata Irvan Hidayat 
tidak ada dan hanya ditemui oleh orang tua Irvan Hidayat lalu 
54 
 
didalam rumah tersebut Terdakwa dan Edi Widyananto melarikan 
diri sehingga Terdakwa mengejar dan berteriak-teriak di kampung 
tersebut; 
7) Bahwa, karena ada keributan menyebabkan petugas polisi dan 
warga datang, lalu polisi dan warga yang mengamankan 
Terdakwa, Sdr. Deky Harjoko dan Sdr. Edi Widyananto 
selanjutnya mereka dibawa ke polsek tulung kab. Klaten dan 
sesampainya di polsek tulung mereka digeledah oleh polisi dan di 
dalam tas warna hitam yang terdakwa gendong ditemukan 1(satu) 
plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu 
kemudian mereka diserahkan ke petugas sat narkoba Polres 
Klaten; 
8) Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan sabu dalam tas 
yang merupakana sabu yang dibeli secara patungan dan sisa dari 
pemakaian bersama; 
9) Bahwa berat sabu adalah 0,90 gram ditimbang beserta 
pembungkusnya; 
10) Bahwa pemilik mobil merk Honda CRV warna hitam No.Pol:AD-
7321-AU adalah milik saksi Joko Sutarno atau paman Terdakwa; 
11) Bahwa, Terdakwa positif mengandung Sabu 
12) Bahwa, menurut Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentag 
Narkotika Sabu termasuk Narkotika Golongan I dan diatur dalam 
daftar lampiran I Nomor urut 61; 
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13) Bahwa, seorang boleh atau dapat serta diijinkan memiliki atau 
tentang narkotika golongan 1 sesuai UU RI No.35 Tahun 2009 
tentang Narkotika apabila seseorang telah mendapat persetujuan 
dari menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan 
makanan adapun persetujuan tersebut hanya dapat dikeluarkan 
untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dan reagensia diagnostic dan reagensia laboratorium; 
b. Pertimbangan Hukum Hakim 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan 
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut 
diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana 
yang didakwakan kepanya.
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Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah 
melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orangtersebut 
haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya.
70
 
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut 
Umum dengan dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-
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Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai 
unsur-unsursebagai berikut:
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1. “Setiap Orang”; 
2. “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”; 
3. “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan 
Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”; 
4. “Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak 
Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika”; 
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan 
mempertimbangkan sebagai berikut:
72
 
a. Unsur “Setiap Orang” 
Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah orang 
yaitu subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat 
dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang 
didakwakan kepadanya. 
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum 
telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan, yang atas 
pertanyaan hakim Ketua mengaku bernama Terdakwa Sony Eko 
Saputro Bin Puguh Nugrohom (Alm) serta identitas lainnya 
sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan. 
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Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini 
tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan 
sebagai Terdakwa. Oleh karena itu unsur “setiap orang” telah 
terpenuhi. 
b. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”  
Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah 
perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan Tanpa ijin 
ataupun bertentangan dengan hukum. 
Menimbang, bahwa penerapan pasal ini akan dirangkaikan 
dengan unsur ketiga sehingga maksud dari unsur ini mengenai 
perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa sehingga aan terlihat 
jelas apakah ia melakukan perbuatan tersebut tanpa hak ataupun 
melawan hukum atau tidak. 
c. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menyediakan Narkotika 
Golongan I Bukan Tanaman” 
Menimbang, bahwa ini terdiri lebih dari satu elemen dan 
disusun secara alternatif, apabila salah satu elemen terpenuhi 
maka unsur menjadi terpenuhi. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan 
fakta-fakta hukum yang terungkap, Majelis berpendapat bahwa 
perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temanya bersepakat 
untuk iuran membeli sabu. Bahwa, selanjutnya setelah 
menemukan sabu yang sudah dibeli kemudian mereka menuju 
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ke rumah Edi untuk memakai sabu disana. Bahwa, selanjutnya 
Terdakwa, Edi dan Deky mencari Irvan kerumahnya untuk 
klarifikasi masalah hutang. Setibanya di rumah Irvan yang ada 
hanya Ibu dari sdr. Irvan. Di dalam rumah tersebut Terdakwa 
dan Edi bertengkar dan Edi pun berlari keluar dan berteriak di 
kampung sdr Irvan tinggal. Bahwa , karena ada keributan 
menyebabkan polisi dan warga setempat segera mengamankan 
Terdakwa dan Edi di polsek tulung dan sesampainya di polsek 
tulung polisi melakukan penggeledahan di temukan 1 plastik 
klip berisi serbuk kristal di duga sabu di dalam tas hitam kecil 
milik Terdakwa. Bahwa, terdakwa dilakukan tes urine oleh 
polisi dan hasil urine Terdakwa positif mengandung sabu. 
Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Drs. 
Bambang Sugiyarto, Apt, yang berhak memiliki Narkotika 
Golongan I adalah lembaga-lembaga tertentu yang memiliki ijin 
dari Menteri Kesehatan, bahwa dengan demikian berdasarkan 
fakta yang terungkap sabu yang termasuk Narkotika Golongan I 
seberat 0,90 gram yang dimiliki oleh Terdakwa, Edi dan Deky 
tidak ada izinya. Bahwa dengan ketiadaan Terdakwauntuk 
memiliki Narkotika  tersebut maka perbuatan Terdakwa 
memenuhi unsur ini. 
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d. Unsur “Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan 
Tindak Pidana Narkotika Atau Prekusor Narkotika” 
Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang 
terdiri dari dua elemen, apabila salah satu unsur terpenuhi maka 
unsur menjadi terpenuhi. 
Menimbang, bahwa yang diaksud dengan “permufakatan 
jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol 
atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, 
turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, 
memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan 
narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana 
narkotika. 
Menimbang, bahwa dalam pokok pembelaannya, 
penasehat hukum terdakwa menyatakan bahwa terdakwa 
haruslah dikualifikasikan sebagai penyalahguna sehingga harus 
dihukum rehabilitasi karena sabu yang ditemukan kurang dari 1 
gram dengan mendasarkan pasa surat edaran mahkamah agung 
nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, 
korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam 
lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 
Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh 
selama persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak 
menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari 
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pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan 
atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim 
berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus 
dipertanggung jawabkan kepadanya.  
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu 
bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah 
atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh 
karena itu harus di jatuhi pidana. 
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap 
diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu 
keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan. 
Keadaan yang memberatkan : 
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah 
dalam pembeerantasan narkotika 
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat 
Keadaan yang meringankan :  
- Terdakwa belum pernah dihukum 
- Terdakwa masih muda 
- Terdakwa bersikap sopan, menyesal dan mengakui 
perbuatannya 
c. Amar Putusan 
Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-
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Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan-
peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini: 
M E N G A D I L I 
1. Menyatakan Terdakwa Sony Eko Saputro Bin Puguh Nugroho 
(Alm) tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak 
memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana 
dakwaan penuntut umum. 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjaraselma 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 
800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan 
apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 
selama 2 (dua) bulan. 
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah 
dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan. 
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
5. Menetapkan barang bukti berupa: 
. 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk 
kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan 
berat 0,90 gram ditimbang beserta pembungkusnya. 
.   1  (satu) buah tas warna hitam 
Dirampas untuk dimusnahkan 
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. 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna hitam beserta 
simcardnya 
Dirampas untuk Negara 
.  1  (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hitam No. Pol: 
AD-7321-AU 
Dikembalikan kepada saksi Joko Sutarno 
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara 
sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) 
 
C. Penanganan Perkara Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Kln di 
Pengadilan Negeri Klaten 
Dari hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Klaten 
bahwa dalam menangani sebuah perkara dimulai dari berkas perkara, 
penetapan hari sidang, jadwal sidang, kemudian sidang. Karena ancaman 
hukum terdakwa 5 (lima) tahun maka wajib didampingi oleh pengacara. Jika 
terdakwa tidak mampu maka pengacara akan ditunjuk oleh hakim melalui 
posbakum di Pengadilan Negeri Klaten. Namun dalam perkara ini terdakwa 
menggunakan pengacara sendiri yaitu Mulyono S.H., dan Joko Mulyono 
S.H., Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 
24 Juli 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten 
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tanggal 24 Juli 2018. Kemudian terdakwa menjalani serangkaian tahap-tahap 
dalam persidangan.
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Kuasa hukum terdakwa membawa bukti berupa sak-saksi yang diajukan 
dalam perkara ini, setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum 
yang pada pokonya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Klaten yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:
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1. Menyatakan terdakwa Sony Eko Saputro bin Puguh Nugroho (Alm) 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika 
golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. 
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun 
dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan 
perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 
Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan 
penjara. 
 
 
 
                                                             
73 Dian, Hakim yang ditunjuk untuk mendampingi penelitian di pengadilan negeri klaten, 
wawancara, jumat 22 november 2019 
74 Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 122/Pid.Sus/PN Kln perihal Putusan 
Perkara Terdakwa Sony, 25 Oktober 2018 , hlm. 1-2 
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3. Menetapkan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna 
putih diduga narkotika jenis sabu berat 0,90 gram ditimbang bersama 
pembungkusnya. 
- 1 (satu) buah tas warna hitam. 
Dirampas untuk dimusnahkan. 
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna hitam beserta simcardnya. 
Dirampas untuk Negara 
- 1 (satu) unit buah Mobil merk HONDA CRV warna hitam No Pol : 
AD-7321-AU 
- 1 (satu) buah STNK mobil merk honda CRV warna hitam No Pol : 
AD-7321-AU An. NG. MEIKO RAHADI WIJAYA dengan No. Ka 
: MHRREI17407J702319 dan No. Sin : R20A13906332. 
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Joko Sutarno 
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). 
Untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka 
harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap 
tersebut tealh memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan 
Penuntut Umum. Dalam pembelaannya, Penasehat hukum terdakwa 
mendalilkan dengan berat sabu kurang dari 1 gram maka sesuai dengan Surat 
Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang rumusan hukum 
hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan 
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tugas bagi Pengadilan. Sebagaimana disebutkan dalam butir (c) Pidana 
Khusus Nomor 20 yang menyatakan “Dalam hal fakta membuktikan bahwa 
terdakwa adalah pengguna (Jo Pasal 27 Undang-Undang Narkotika) akan 
tetapi tidak didakwakan Penuntut Umum namun tetap dihukum dengan 
menerobos pidana minimum jika terbukti pemakai dengan dosis kecil” dan 
dikaitkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusal hasil 
rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas bagi pengadilan, Khusus dalam rumusan Kamar Pidana 
mengenai Narkotika menyatakan “Hakim memeriksa dan memutus perkara 
harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 
ayat 3 dan 4 KUHAP)”. Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau 112 Undang-
Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta 
hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang 
Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidal 
didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil 
(SEMA Nomor 4 tahun 2010), maka hakim memutus berdasarkan Surat 
Dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus 
dengan membuat pertimbangan yang cukup.
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Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 
tahun2009 Tentang Narkotika namun dengan pertimbangan bahwa berat sabu 
yang ditemukan kurang dari 1 gram, yaitu 0,90 gram ditimbang beserta 
pembungkusnya serta terdakwa menggunakan sabu tersebut hanya untuk 
                                                             
75 Dian, Hakim yang ditunjuk untuk mendampingi penelitian di pengadilan negeri klaten, 
wawancara, sragen, jumat   
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dikonsumsi dan bukan untuk diperjual belikan sehinga dalam penjatuhan 
pidana terhadap diri  terdakwa dengan mengacu pada pasal 127 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
76
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
76Dian, Hakim yang ditunjuk untuk mendampingi penelitian di pengadilan negeri klaten, 
wawancara, jumat  22 november 2019 
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BAB IV 
ANALISIS  HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERMUFAKATAN 
JAHAT TANPA HAK  MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA 
(Studi Putusan NOMOR 122/Pid.Sus/2018/PN Kln). 
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Permufakatan Jahat 
Tanpa Hak Melawan Hukum Memilki Narkotika (Studi Putusan Nomor 
122/Pid.Sus/2018/PN Kln). 
Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa tindak 
pidana narkotika termasuk tindak pidana ini diatur diluar KUHP. Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  merupakan ketentuan 
khusus dari ketentuan umum (KUHP) sevagai terwujudnya dari asas lex 
specialis derogate lex generalis. Oleh karena itu terhadap kejadian yang 
menyangkut tindak pidana dalam undang-undang tersebut, kecuali hal-hal 
yang belum diatur  di dalamnya. Tujuan diundangkannya UU Narkotika ini 
untuk mengatasi peredaran gelap di negeri ini. 
Dalam kasus putusan nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Kln tentang 
permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum memiliki narkotika golongan I 
atas nama Sony Eko Saputro bin Puguh Nugroho. Dalam kasus tersebut 
terdakwa di dakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan Pasal 112 
Ayat (1) Jo.Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika. 
Sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana atas terdakwa.Majelis 
hakim harus mempertimbangkan tuntutan yang diberikan oeh jaksa penuntut 
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umum yang meminta hukuman akibat tindak pidana terdakwa dengan 
hukuman pidana yang pantas dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh 
terdakwa dengan seadil-adilnya. Dengan cara mendengarkan kesaksian  para 
saksi (saksi yang diajukan jaksa dan saksi yang diajukan oleh terdakwa), 
memperhatikan keterangan terdakwa, memperhatikan bukti-bukti yang telah 
dihadirkan dalam persidangan, dan memperhatikan sifat baik dan jahatnya 
terdakwa. 
Setelah mempertimbangkan segala hal yang telah terungkap di 
persidangan, majelis hakim  menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan 
meyakinkan  telah  melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU 
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan jaksa 
penuntut umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
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1. Setiap orang yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang 
selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya 
dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai 
identitas yang sama sebagaimana tercantum dalam surat 
dakwaan.pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan 
apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggung jawabkan 
atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. 
2. Berdasarkan Pasal 88 KUHP bahwa permufakatan jahat dianggap ada 
apabila dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan. Sedangkan 
yang dimaksud dengan “permufakatan jahat”berdasarkan Pasal 1 Angka 
                                                             
77Dian, Hakim yang ditunjuk untuk mendampingi penelitian di pengadilan negeri klaten, 
wawancara, jumat 22 november 2019 
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18 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah perbuatan dua 
orang atau lebih yang bersekongkol atau melakukan, melaksanakan, 
membantu, turrut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, 
memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi 
kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana 
narkotika. 
3. Tanpa hak atau melawan hukum melawan hukum memiliki, menyimpan, 
menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I .tanpa hak atau 
melawan hukum dalam pasal ini adalah bahwa narkotika berada dalam 
penguasaan (menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara). 
Adapun penerapan sanksi minimum yang terdapat dalam undang-
undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan untuk 
mengurangi adanya disparitas pidana dan menunjukkan beratnya tindak 
pidana yang bersangkutan sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk 
menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkotika, sehingga 
nantinya usaha pencengahan dan pemberantaan yang dilakukan oleh 
Pemerintah dapat terlaksana. 
Sebagai salahsatu pilar penegakan hukum dan keadilan, hakim 
mempunyai peranan penting sehingga hendaknya disetiap menjatuhkan 
putusan, senantiasa memperhatikan unsur keadilan (gerechtigkeit), 
unsurkepastian hukum (rechtsicherheit), dan unsur kemanfaatan 
(zwechtmassigkeit) dan tidakhanya memprioritaskan atau mengutamakan satu 
unsur saja lalu mengabaikan unsur lainnya. Sehingga dapat menghasilkan 
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putusan yang mengandung legal justice, moral justice, dan social justice. Dan 
suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifatPreventif, korektif 
dan edukatif dan bertujuan untuk mencapai asas kepastian hukum, asas 
keadilan dan asas kemanfaatan 
Preventif maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat 
pelakunya khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti 
apa yang dilakukan terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat 
mencegah seseorang untuk tidak berbuat tindak pidana yang serupa. 
Kolektif dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki 
tindakan si pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan dating. 
Hukuman yang ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan 
kebiasaan pelaku dan masyarakat pada umumnya. 
 
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Permufakatan Jahat Tanpa 
Hak Memiliki Narkotika (Studi Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN 
Kln) 
Hukum pidana Islam biasa dikenal dalam fiqh dengan istilah jina>yah 
atau jari>mah. Jina>yah berasal dari kata jana> yang secara estimilogi jana>  
berarti dosa atau berbuat salah. Sedangkan menurut jina>yah diartikan 
perbuatan dosa atau perbuatan salah.Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah 
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yang dimaksud dengan jari>mah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh 
syara’ yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman h}udu>d atau ta’zi >r.78 
Kasus yang akan penulis analisis yakni kasus putusan Nomor 
122/Pid.Sus/2018/PN Kln dengan terdakwa atas nama Sony Eko Saputro Bin 
Puguh Nuhroho (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak memiliki 
narkotika golongan I sesuai dengan dakwaan penuntut umum yakni pasal 112 
ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika. 
Selanjutnya dalam perbuatan tersebut terdakwa terlebih dahulu 
melakukan permufakatan jahat untuk mendapatkan barang tersebut, disebut 
sebagai permufakatan jahat karena dalam kasus tersebut pelaku tidak hanya 
seorang diri melainkan di bantu oleh temannya untuk mendapatkan narkotika 
golongan I.
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Hal ini sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan 
tersebut yang menyebutkan bahwa: 
a. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 antara jam 23.00 WIB 
Terdakwa dan teman-temannya bersepakat untuk iuran membeli sabu. 
                                                             
78Achmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah) 
(Jakarta:Sinar Grafika, 2004), 61. 
79Dian, Hakim yang ditunjuk untuk mendampingi penelitian di pengadilan negeri klaten, 
wawancara, jumat 22 november 2019 
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b. Bahwa selanjutnya setelah menemukan sabu yang dibungkus tisu yang 
dilakban putih kemudian mereka menuju ke rumah Edi widyananto untuk 
memakai sabu. 
c. Bahwa selanjutnya terdakwa, edi widyananto dan deky harjoko mencari 
irvan hidayat ke rumahnya untuk klarifikasi hutang Sdr. Edi widyananto 
kepada terdakwa. 
d. Bahwa sesampainya di rumah irvan hidayat di dk. Dalmean ds. 
Margoluwih kec. Tulung klaten ternyata irvan hidayat tidak ada dan 
hanya ada orang tuanya lalu di dalam rumah tersebut terdakwa dan edi 
widyananto bertengkar dan membuat keributan serta berteriak-teriak di 
kampong tersebut. 
e. Bahwa karena ada keributan menyebabkan petugas polisi dan warga 
dating, lalu mengamankan terdakwa dan temannya selanjutnya mereka 
dibawa ke polsek tulung kab. Klaten dan sesampainya mereka digeledah 
oleh polisi dan ditemukan 1 plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih 
diduga sabu kemudian merea diserahkan ke petugas sat narkoba polres 
klaten. 
f. Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, ditemukan sabu di dalam tas yang 
merupakan sabu yang dibeli secara patungan dan sisa dari pemakaian 
bersama. 
g. Bahwa berat sabu adalah 0,90 gram ditimbang beserta pembungkusnya. 
h. Bahwa pemilik mobil merk Honda crv warna hitam No.Pol:AD-7321-AU 
adalah milik saksi Joko Sutarno atau paman Terdakwa. 
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i. Bahwa menurut Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
Sabu termasuk Narkotika Golongan I diatur dalam Daftar lampiran I 
Nomor urut 61. 
Dalam hukum pidana Islam perbuatan permufakatan jahat merupakan 
suatu perbuatan maksiat yang harus dihukum, baik persepakatannya dapat 
dilaksanakan maupun tidak. 
Seorang yang melakukan jari>mah menurut para ulama setidaknya 
melalui tiga fase, yaitu fase pemikiran, fase persiapan, dan fase pelaksanaan 
jari>mah.80 
a. Fase Pemikiran  
Memikirkan dan merencanakan suatu jarimah tidak dianggap 
sebagai maksiat yang dijatuhi hukuman.Menurut ketentuan yang berlaku 
dalam hukum pidana Islam, seorang tidak dapat dituntut atau 
dipersalahkan karena lintasan hatinya atau niat yang terkandung dalam 
hatinya. 
b. Fase Persiapan  
Merupakan penyiapan alat yang dipakai untuk melaksakan 
jarimah.Fase persipan tidak dianggap sebagai tindak pidana yang dikenai 
hukuman kecuali apabila persiapan dipandang sebagai perbuatan 
maksiat. 
 
 
                                                             
80. A. Djazuli, Fiqh Jinayah ..., 21. 
74 
 
c. Fase Pelaksanaan  
Adalah fase perbuatan pelaku.Hukuman ini dapat diberikan apabila 
perbuatan itu dianggap maksiat berupa pelanggaran terhadap hak 
masyarakat atau hak individu. 
Jika melihat fase-fase dalam melakukan jarimah tersebut maka 
perbuatan terdakwa telah memasuki fase ketiga yakni fase pelaksanaan hal ini 
sesuai dengan fakta hukum bahwa terdakwa telah membeli narkotika bersama 
teman-temannya dengan cara iuran. 
Jadi bias disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa yaitu percobaan 
permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika 
golongan I, menurut hukum pidana Islam adalah termasuk perbuatan maksiat 
yang harus dikenakan hukuman. Adapun hukuman untuk perbuatan tersebut 
termasuk dalam kategori jari>mah ta’zi>r, yang baik jenis dan sanksinya 
sepenuhnya diseahkan kepada ‘ulil ‘amri, khususnya hakim yang 
menjatuhkan hukuman. Hal ini dikarenakan perbuatan terdakwa tidak 
memenuhi unsur-unsur jari>mah h}ad, dan qis}as}, diyat ataupun karena adanya 
unsur yang masih dianggap syubhat. 
Hukuman ta’zi>r adalah hukuman yang diserahkan kepada penguasa 
untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang 
menghendaki tujuan syara’ dalam menetapkan hukum. Sanksi teringan dalam 
hukuman ta’zi>r adalah peringatan, dan terberat adalah hukuman mati. 
Dalam kasus putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Kln hakim 
menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa atas nama Sony Eko Saputro 
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bin Puguh Nugroho(Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 
denda sebesar Rp. 800.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak 
dibayar maka diganti dengan pidana penjara Selama 2 (dua) bulan. Hakim 
dalam kasus tersebut lebih memperlihatkan keadaan meringankan dalam diri 
terdakwa. 
Dalam hukum Islam hukuman penjara disebut sebagai al-h}absu, dan 
berat ringannya hukuman ditentukan oleh hakim yang berdasarkan pada 
kemaslahatan. Hal ini dilakukan dengan cara memperhatikan dan menimbang 
perbuatan terdakwa, orang atau mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan 
jari>mah. 
Dalam hal menjatuhkan hukuman, Ibn Taimiyah berpendapat tbahwa „ulil 
‘amri sebelum menjatuhkan hukuman harus mempertimbangkan berat 
kecilnya kejahatan yang dilakukan.Bila berat, maka makin berat pula 
hukumannya, dan disesuaikan dengan keadaan pelakunya, bila pelakunya 
sering melakukan kejahatan maka sanksinya lebih berat.Hal ini dilakukan 
semata-mata untuk memberi efek jera terhadap terhukum dan mencegah 
untuk tidak mengulanginya. 
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BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya terkait permufakatan 
jahat tanpa hak memiliki  narkotika golongan I dalam  putusan Nomor 
122/Pid.Sus/2018/PN Kln. Dapat diambil kesimpulan  
1. Bahwa penjatuhan hukuman oleh hakim dalam putusan Nomor 
122/Pid.Sus/2018/PN Kln tentang permufakatan jahat tanpa hak memiliki 
narkotika tidak sesuai dengan ketentuan hukum dalam Pasal 112 Ayat (1) 
Jo 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena 
hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana 
penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 
(delapan ratus juta rupiah), sedangkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 
112 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) UU Nomor 35 tentang Narkotika yakni 
dipidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan 
ratus juta rupiah). Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memutus 
penjara 2 tahun adalah berdasarkan fakta hukum yang terungkap 
terdakwa terbukti melanggar pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak 
didakwakan,serta dengan pertimbangan menurut SEMA (surat edaran 
mahkamah agung) nomor 4 tahun 2010 karna terdakwa terbukti sebagai 
pemakain dengan jumlah kecil.  
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2. Permufakatan jahat dengan tanpa hak memiliki narkotika menurut hukum 
pidana Islam termasuk kategori jari>mah ta’zi >r. Hal tersebut dikarenakan 
para ulama tidak banyak bicara tindak pidana tersebut, serta jari>mah 
ta’zi >r sifatnya selalu berubah sesuai ruang dan waktu, serta kebiasaan 
suatu masyarakat. Dalam penjatuhkan hukuman untuk jari>mah ta’zi >r, 
diserahkan penguasa atau hakim dengan ijtihadnya sendiri yang 
berdasarkan kemaslahatan. Dalam hukum pidana islam , macam-macama 
hukuman ta’zi >r sangat banyak dari peringatan sampai hukuman mati. 
Hukuman penjara juga salah satu bentuk hukuman ta’zi >r yang biasa 
disebut al-h}absu (penjara). 
 
B. Saran 
1. Demi terciptanya keadilan dan tegaknya hukum dan berkurangnya sebuah 
perilaku menyimpang, hakim selaku penegak hukum dalam memutus 
perkara seharusnya mengikuti peraturan dalam Undang-Undang demi 
terwujudnya kepastian dan keadilan hukum. 
2. Untuk para penyalahguna narkotika, segeralah bertaubat kembali kejalan 
kebaikan oleh ajaran agama islam maupun hukum positif di Indonesia. 
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